nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN
2018

5

:

7
¢

C

NPM : 151010577

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

iv



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau




Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

vi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

vii



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

viii



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ix



ABSTRAK

Pemerintahan Negara Republik sebelum kemerdekaan telah memiliki
bentuk pemerintahan sendiri yang dapat dilihat dalam_kehidupan satuan-satuan
masyarakat hukum<yang mendiami wilayah_tertentu dan»memiliki kewenangan
untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Hal yang demikian
terlihat dari keberadaan masyarakat hukum. Peraturan perundang-undangan
mengenai pemerintahan Desa sering mengalami perubahan oleh campur tangan
dari penguasa pemerintahan,-sehingga ,terlihat inkonsistensi peraturan
perundang-undangan terkait-'dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepastian hukum akan-hak dan kewenangan Pemerintah Desa*masih dibawahi
oleh pemerintahan Daerah masing-masing.

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan permasalahan pokok
pada kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan. ekonomi Desa Kualu
Kecamatan Tambang dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembagunan
Ekonomi tersebut pada tahun 2018.

Melihat “jenis penelitian dari penulisan karya ilmiah ini termasuk
penelitian Hukum observasi (Non- Doctrinal) atau survei, sedangkan jika dilihat
dari sifatnya penelitian ini bersifat Induktif, yakni penelitian yang dengan
mengambil suatu kesimpulan dan dijelaskan dari hal yang bersifat umum kepada
hal-hal yang bersifat Khusus.

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa beserta perangkatnya
memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan Desa, atas kinerja
mereka berdasarkan Undang-undang Desa yang mengatur kewenangan serta tugas
aparatur pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, namun
sering kali terkendala dengan anggaran untuk pembangunan Desa yang mana
sebelum Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dikeluarkan, pemerintahan
Desa selalu kekurangan-anggaran untuk membangun wilayahnya sendiri, terlebih
hasil alam dan potensi yang ada pada wilayah Desa selalu dibawa ke daerah dan
pusat sehingga wilayah Desa yang terbatas akan potensi alamnya hanya
bergantung kepada bantuan dan dana bagi hasil dari pajak dan retribusi. Dalam
peraturan-peraturan terkait pelaksanaannya selalu menemui kendala serta
berakibat lambatnya progres pembangunan Ekonomi desa karena bergantung
terhadap anggaran Desa serta kebijakan dari pemerintahan Desa dalam
menyelenggarakan Pemerintahan.

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa



ABSTRAK

The Government of the Republic of Indonesia Before the Indpenden days,
actually had their own Government. That could be seen in the life of legal
community unit that«dnhabits a certains area and_had the euthority to organize his
own household.affairs. That’s evident-we can seen from the existence of a legal
community:” The. legislation. that concerning of the village government often
changes, it because of interference from the up side of government authorities, so
that inconsistencies in the law and regulations of the invitation were related to the
implementation of village governance. Regarding te the legal certainty of the right
and the authority of the'village government is still subordinated to the respective
regional gavernments.

The research that the authors did, establishes for the main problems for
the policy of the village head in the economic development of the the mine distric
in the village of Kualu and the constraints faced in the framework of the economic
development in 2018.

This scientific papers was including to the observational legal research or
(Non-doctrinal)." The viewed from the nature of this research are inductive
research. The research which.are by taking.a conclusion and explained from the
general things to the specific things.

The village head as the village of the government leader and his device
was has an important role in"the nvilage develapment, for their performance based
on village law that’s regulates the authority and duties of the wvillage government
officials were group in the organizing their government, but the problems that
always make constrained is the budget for village development which before he
village law number 6 (six) of 2014 was issued by the government and always
lacked the budget to build their own territority. Especially for the natural product
and the potentials that exist Iin the village area are always brought to the region
and the center so that make the village area which were had a limited to the
natural potential depends only on aid-and profit sharing fund by taxes and levies.
In the regulations were related to the“implementation, then followed constraints
and resulted in the slow progress of the village economic development because it
was dependent on the village budget and the policies of the village government in
organizing the governments.

Keywords : The role of the village head, village development, Village
Government
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BAB |

PENDAHULUAN

dengan pr e S 3 . eistimewaan, dan
kekhususan  se ‘ C Keanekaragama am sistem Negara
kesatuan R tujuan untuk
mempercepa i peningkatan

pelayanan, pembangunnan

daerah. Hal

Ekonomi Asean) dan lain sebagainya, sudah menjadi tuntutan dan bersesuaian
sekiranya pemberian kewenangan yang besar, luas dan nyata serta bertanggung
jawab kepada daerah secara profesional seperti yang telah dinyatakan dengan
Peraturan Perundang-Undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip

demokrasi, selain itu Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang

menganut asas Desentralisasi yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1
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yang diberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah dan daerah dalam hal ini adalah daerah yang dibagi ke dalam

propinsi dan dalam daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil,

tangganya ¢
baik sebel
disebuut ju
memiliki batas

Ndraha, 198

n dengan kemajuan zaman,
hinngga dari hal - erjadilan pagai  perubahan  Peraturan
Perundang-Undangan terkait dengan desa beriiringan dengan ragam penguasa

yang menjadi pucuk pimpinan Pemerintahan Negara Indonesia.

Sejalan dengan hal diatas mengenai Pemerintahan Daerah yang
melingkupi Pemerintahan Desa, dilihat dari sifat ketatanegaraan Indonesia terlihat
masih asli. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari dalam ketatanegaraan
desa (Pemerintahan Desa), (Soepomo dalam Saman dkk, 2012: 18). Terkait

2
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dengan Pemerintahan Desa sendiri dalam kaitannya dengan Peraturan

Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yang mengaturnya karena

diatur regulasi yang mengatur tentang pelaksanaannya mempunyai banyak

turunan, dimulai dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, peraturan Pemerintah
terkait (Peraturan Menteri dalam Negeri), peraturan Menteri Desa, pembangunan
daerah tertinggal dan transmigrasi, Peraturan Mneteri Keuangan. Semua aturan
atau regulasi tersebut saling berkaitan dan menunjang dalam hal pelaksanaan

program pembangunan daerah.
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Seiring dengan besarnya peranan Pemerintahan Desa dalam andilnya
membangun daerah tentunya berbanding lurus dengan tanggug jawab yang besar

juga terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu prinsip Akuntabilitas dan trasparans

adat diperlak : ShiP at dari -’ ndang sendiri
menyatakan de adapu 3 ﬁb' raannya diatur
dengan un c : o ’ elf Governing
community dz al S ernme eba ari- pembinaan dan

pelaksanaa c 1 ya 3 : ] Pengawasan dan

e mmmmmmmmd

———3> pDesentralisai
— —=—3» Dekosentrasi

———» Administrasi Bersama



Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintahan Desa yang
dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta perangkat pemerintahan Desa memiliki
koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun
dalam konteks Administrasi bersama-sama, hal ini adalah bentuk dan perwujudan
akan tanggunng jawab yang besar dalam rangka melaksanakan pembangunan
daerah khususnya, dan pembangunan~Nasional’ pada umumnya.-Karena dalam
konteks pembangunan yang didasari atas aturan atau perUndang-Undangan yang
menjadi tanggung jawab bersama termasuk kedalam Rencana Pembangunan

jangka Panjang, menengah dan tahunan Nasional.

Konsep = Pemerintahan Desa diatas memiliki output yang dapat
menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa serta dapat mendorong
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber
daya dan potensi daerah -yang. dimiliki “sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa baik secara ekonomi maupun pelayan publik yang

merupakan tugas dari Pemerintahan Desa.

Pemerintahan pusat terkait dengan.jaminan kelancaran pembangunan
Desa dan pengelolaan keuangannya memiliki peranan strategis terhadap
penentuan kebijakan Desa. Selain mengalokasikan anggaran Dana Desa dari
APBN, Pemerintahan Pusat juga memiliki peranan khusus terkait pembinaan dan
pengawasannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014
tentang Desa (selanjutnya disebut juga dengan Undang-Undang Desa) Bab XIV

terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Pasal 113, yang meliputi :



10.

11.
12.

13.

Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
kepada Desa ;

Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada
lembaga Masyarakat Desa ;

Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipasif ;

Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa ;

Memberikan bimmbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga
Kemasyarakatan ;

Memberikan pennghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa
dan Lembaga Kemasyarakatan ;

Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa ;

Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;

Melakukan Penelitian tentang’ penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Desa Tertentu ;

Mendorong percepatan pembangunan perDesaan;

Memfasilitasi dan melakukan Penelitian dalam rangka penentuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa ; dan

Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan
Lembaga Kerja sama Desa.

Dilihat dari konstruksi dari tata Pembinaan dan pengawasan diatas

Pemerintahan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan
Perundang-Undangan terkait dengan desa memang memiliki keistimewaan sendiri
dalam ranah Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam hal penyelenggaraannya
sering mengabaikan Asas Rekognisi yang mana desa berhak untuk memanfaatkan

dan mendukung serta memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak

6
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lagi berlandaskan kepada tindakan intervensi dari paradesa atau struktur diatas
desa seperti yang telah terjadi sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa
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Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa seorang Kepala Desa memliki
tugas dan dan wewenang sebagai berikut (Pasal 26 Undang-Undang No 6 tahun

2014 tentang Desa ) :

1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanankan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan Masyarakat Desa.



2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat diatas (1),

Kepala Desa berwenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat.Desa;

c. ~Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;

e. 'Menetapkan.anggaran pendapatan‘dan-belanja Desa;

f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa  serta
mengintregasikannya agar mencapai perekonomian skala Produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

J.  Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
I. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

n.  Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum “untuk mewakilinya sesuai ‘dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan; dan

0. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwasanya seorang Kepala Desa
adalah seorang yang dengan keilmuannya dapat menjadi administrator
pembangunan bagi desa yang dipimpinnya baik dari aspek Pemerintahan,
pembangunnan masyarakat, pembangunan  ekonomi, pemberdayaan
keamsyarakatan, pembangunan hukum/ adat masyarakat, dan pembuat

peraturan-peraturan atau kebijakan untuk keberlangsungan hidup dilingkungan
8



Desa yang bersangkutan yang mana hal ini adalah bagian dari penyelenggaraan

Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa.

Sebagaimana dalam ilmu Hukum administrasi Negara dijelaskan bahwa
Penyelenggaraan Negara yang baik adalah yang didasarkan kepada pengaturan
(hukum) yang baik ( Ridwan HR, 2006 : 1-2). Maka dari hal diatas dapat di lihat
bahwa dalam menyelanggaran Negara Pemerintahan tidak™ terlepas dari
aturan-aturan yang ada. Selain aturan, penyelenggaraan Pemerintahan yang dalam
hal ini adalah Pemerintahan Desa tidak terlepas pula dari konstitusi, yang mana
Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan
apa yang dimaksudkan dengan badan Pemerintahan dan apa akhir dari setiap
masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus

mengatur negara menurut aturan-aturan hukum tersebut ( Azhary, 1995 : 20-21).

Peranan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dapat
dilihat dari program dan kebijakan yang dibuat bersama badan-badan atau
lembaga Desa terkait yang menjadi partner kerjanya. Terlepas dari kondisi global
dan negara yang ada, semua kebijakan dan pengaturan yang dibuat semata-mata
adalah demi kelangsungan dan pembangunan Desa. Dalam pembuatan kebijakan
suatu proses dalam pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab adalah proses
yang melibatkan interaksi antara  kelompok-kelompok ilmuwan,
pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi

( Don K Price, 1997 : 17).

Selain itu dalam merencanakan pembangunan Pemerintahan Desa,

Pemerintah Daerah juga ikut terlibat yang mana telah diatur dalam Permendagri
9
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Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 menyatakan
bahwa Pemerintahan Desa dalam rangka Menyusun perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang

hal ini yang
akan diba erkait dengan

pembangun

iga) huruf D

Permendag yangunan Desa

yakni : p pembangunan,

pemanfaata ng antara lain

adalah :

: RIS

Pembibitan tanama
Penggilingan Padi;

Lumbung Desa;

Pembukaan Lahan Pertanian;

Pengelolaan Usaha Hutan Desa;

© © N o g &~ W b P

Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan;

[y
©

Kapal Penangkap Ikan;

[N
[N

. Gudang Pendinginan;

10
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12. Tempat pelelangan ikan;

13. Tambak garam;

14. Kandang ternak;

1) Sektor
penghas

pesaran potensi
%, tahun 2016

sebesar

2)

3) < : n.2015 sebesar 15,896%,

(Produk Domestik Regional Bruto) tiga) sektor tersebut diatas merupakan
primadona penyumbang utama dalam pendapatan daerah. Dalam hal ini, wilayah
Pemerintahan Desa merupakan salah satu wilayah penyumbang paling banyak

terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) disamping potensi lainnya.

Dengan adanya Pemerintahan Desa di daerah dan Kepala Desa sebagai
salah satu Unnsur penyelenggara Pemerintahan (Negara) diharapkan

11


http://www.bappeda.kamparkab.go.id/web/link/dokumen-Bappeda/RKPD-Kabupaten-kampar-tahun-2017.
http://www.bappeda.kamparkab.go.id/web/link/dokumen-Bappeda/RKPD-Kabupaten-kampar-tahun-2017.

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pembangunan yang dicita-citakan baik dalam bentuk program-program dan

kebijakan Pemerintahan dari pusat dan daerah serta amanat dari Undang-Undang

dapat tercapai dan m dalam perwujudan

Apa Kendala Kepala Des rangka memajukan pembangunan

ekonomi Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada

kurun waktu tahun 2017-2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
peranan Kepala Desa baik dalam programnya maupun dalam bentuk kebijakan

12
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Kepala Desa dalam rangka membangun dan memajukan Ekonomi Desa sesuai

dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ada.

secara konstitusional diama 18 UUD 1945. Dalam
perkembangan sistem kenegaraan dan Pemerintahan hingga saat seperti saat ini
Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Desa. Terkait dengan Kepala Desa sebagai penyelenggaraan tatanan
Pemerintahannya Diatur ddidalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal
pembangunan Desa, baik dalam skala Panjang, menengah dan pendek harus
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional. Setiap perencanaan,

13
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perumusan kebijakan, pelaksanaan dan Evaluasi dilakukan secara terkoordinir

melalui lembaga-lembaga pemerinahan Terkait.

Untuk Pemerintahan sendiri yang dikepalai.oleh seorang Kepala Desa

kompleks, M atau k ‘ : au jelas, longgar
atau terperi
dalam hal K . deklarasi me isar pedomanb
bertindak, %

aktivitas-akt

kutipan Solict

Seyogyanya memang dalam hal pengambilan kebijkan berbeda manfaat
dan dampaknya terkait dalam Pemerintahan dengan kebijakan pada umumnya
yang dilakukan oleh orang perorangan. Secara Teori, dalam hal kebijakan Negara
untuk penyelenggaraan Negara memiliki ciri-ciri yang khusus yang melekat

pada kebijakan-kebijakan itu sendiri yang bersumber pada kenyataan dan

YIbid., him 2
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kebijakan itu sendiri dibuat oelh orang yang mempunyai wewenang dalam sistem

politik seperti para tetua adat, kepala suku, para eksekutif, para legislator, para

hakim, para administrator, dan lain sebagainya. adapun Ciri-ciri dalam suatu

berpenghasilan rendah, dan bidang ekonomi lainnya.

4. Keempat, kebijakan negara mungkin ada dalam bentuk positif dan atau
sebaliknya bentuk negatif. Dalam konteks positifnya kebijakan negara
mencakup beberapa bentuk tindakan Pemerintah untuk mempengaruhi

maslah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif ia berbentuk

2Ibid., him 6
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keputusan-keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak bertindak, atau
tidak melakukan tindakan apapun yang mana dalam masalah-masalah ini

campur tanganPemerintah justru dibutuhka

atau pejabat | i ang "‘ ap kebijkan

imdadalah hukum

&

peranan Pejaba 1€ ebif ‘_ e angunan ekonomi
dapat kita | eran da 2 kait hal te ak bisa dilepaskan
dari  fung

pembangun

4. Hukum sebagai sarana pendid masyarakat.

Dapat kita lihat bahwasanya kondisi negara dalam biang hukum ekonomi
sendiri jika dibandingkan dengan perubahan sosial masyarakat yang dinamis,
hukum jauh tertinggal dengan artian masih banyak kelemahan akan regulasi
ekonomi sehingga berdampak kepada penyelesaian terkait dengan masalah

ekonomi baik dalam tatanan Nasional maupun Internasional.

16
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Pada hakekatnya pembangunan Ekonomi di Indonesia seperti yang

diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (4), bahwasanya “perekonomian

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

Be ete a ) sekali dengan
kondisi ala hukum yang
melegitima dapat terwujud
perekonomia dalam Rencana
Pembanguna ini dikarenakan

pembangunan nas : ol angunan yang tanpa

itu pembangunan nasic . d erup an pembangunan manusia
‘ W

e

Indonesia seutuhnya dan pemb arkat indonesia seluruhnya dengan
pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya (Darji Darmodiharjo & Shidarta,

2004 :240-241).

Selain itu, globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum yang terjadi pada
dunia ikut serta merta berdampak kepada globalisai ekonomi Indonesia sendiri,
hal ini dapat kita lihat dari implikasi atas perjanjian GATT-WTO bagi

pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia yang memungkinkan Indonesia Untuk
17
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dapat berinteraksi di bidang ekonomi baik didalam negeri sendiri maupun diluar

negeri.

Perubahan yang terjadi dalam perUndang-Undangan Pemerintahan

terhadap a ] : i dae g mnya lebih
kepada
Desentralisas 3 ya b ga emerintah terkait
dengan pemba erah dan p anguna angkum dalam
perumusan keb embangune 1‘ Nasional. Terakhir
dapat kita .

Daerah terdapat

mendasar yang

dapat kita li a0 ebaga i ang Nomor 32
tahun 2004 ten

1)

2)

3) Pembagian urusan Peme

4) Perangkat Daerah

5) Keuangan Daerah

6) Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
7) Kepegawaian Daerah

8) Pembinaan dan pengawasan.

3Johnker Sihombing, Op.cit, him 141
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Adapun perubahan dimensi ketata Pemerintahan yang ada terkait juga
dengan perubahan peraturan-perUndang-Undangan terkait dengan Pemerintahan

tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan politk dan efek dari Reformasi yang terjadi

Kelima, mendorong nya partisipasi masyarakat dalam

Pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Khususnya Pemerintahan Desa dan eksistensinya berdasarkan perturan
Daerah, kebijakan politik daerah yang dalam hal ini kepala daerah sangat
mempengaruhi Pemerintahan Desa terkait dengan pengawasan dan koordinasinya
dengan pelaksanaan pembangunan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa

19
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dalam hal ini kepala Daerah dapat merugikan unsur Pemerintahan dibawahnya
dan rakyat tentunnya, hal ini dapat dilihat dari beberpa cara yang antara lain

( Bungaran Antonius S, 2013 : 194-196) :

nilai barang

memboyong

b) per ‘dayaala > asif dilakukan kepada

Hal ini tentunya dapat saja terjadi antar lini Pemerintahan yang ada, tidak
tertutup kemungkinan terjadinya hal itu ditambah dengan sistem yang korup dan
juga hal ini tentunya akan berimbas kepada tatanan Pemerintahan yang paling
bawah dalam peemrintahan Daerah yakni Pemerintahan Desa. Berbicara
mengenai pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan Daerah umumnya,

kepentingan dan keuntungan penguasa menjadi permaslahan yang klasik pada

20



negara Kkita. Dan hal ini tentunya menjadi pemasalahan dalam konteks

pelaksanaan otonomi Daerah, permasalahan lainnya yang menjadi penghambat

dalam pembangune o Q arah menurut pengamat

iy disay yejepe il udwnyo(]

@. eh 73 Japun koordinasi dari

Pemerintah pu erka 0a Jram-program pembangunan

nasional yang berdampa kehidupan masyarakat menjadi

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

terputus-putus.

3. Ketiga adalah meningkatnya atua semakin kuatnya konglomeratokrasi,
hal ini diakibatkan dari imbas lemahnya komandao dari pusat sehingga
elit partai yang terkait didaerah dan pusat menjadi semakin digdaya dari

pada Pemerintah sendiri.
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4. Keempat adalah terabaikannya Urusan rakyat. Maksudnya disini adalah
konsep otonomi daerah yang mana menegaskan bahwa Pemerintahan

Daerah dapat mengurus sendiri urusan dan rumahtangga daerahnya

sendiri se

U,

ig.\i‘ g ‘é

A Y5 )\ )

: jﬂ' aslahan yang
”»”» g

akut dari s ﬂ’ 2rintahan Desa

sendiri me

2)

3) unan : er daya Manusia (Human

4) Strategi Pengembangan Masyarakat ( Community Based Development

Strategy)

Peran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi Daerah dapat dilihat dari

hal berikut ini :*

*Ibid  hlm 272
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a) Enterpreneur : yakni tanggung jawab Pemerintah daerah dalam usaha bisnis
di daerahnya dalm bentuk BUMD atau bermitra dengan pihak swasta lainnya

dengan kendali Pemerintah Daerah.

b)
guran
4
o
c) Fasilit 5
mempe "
&
7
d ato
. 7
g‘p
/
%
e) ‘ 0

lainnya.

Berbicara tentang aturan, kebijakan dan norma-norma yang ada pada
lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah lingkungan Pemerintahan
Desa tentu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama serta norma lainnya yang
telah hidup dan tumbuh pada lingkungan Desa itu sendiri. Hal ini telah terbangun
dan berjalan dalam bentuk suatu komunitas yang mana hal tersebut

menjadikannya suatu tatanan aturan untuk hidup bermasyarakat dan bergaul.
23



Norma atau nilai-nilai tersebut menjadi suatu saran bagi masyarakat untuk
menertibkan, menuntut dan mengarahkan perilaku setiap anggota masyarkat
dalam berinteraksi, dan untuk menjalankan hal itu maka diperlukanlah sebuah
kekuasaan (Power) yang bersifat_mamaksa,-yang dalam hal ini terkait dengan
Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang menjadi penyelenggara Pemerintahan

Desa (Ellydar Cahidir & Sudj.Fahmi,[2010:758 ).

Konsep pemberdayaan Pemerintahan Desa terkait dengan pemberdayaan
Ekonomi masyarakat Desa harus berorientasi kepada pembangunan masyarakat
Desa itu sendiri dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang melekat dan kondisi pada
masyarakat desa. Hal ini dapat sesuai dengan prinsip suatu badan seperti Koperasi
yang mana menerapkan prinsip_kemitraan dan menjalin hubungan dengan pihak
swasta dan badan Usaha Pemerintah (BUMN atau BUMD dan BUM Desa) yang
mana koperasi dan lembaga [Pemerintahan lainnya didaerah mempunyai posisi
tawar yang kuat dan berbasis pada rakyat atau masyarakat hingga dapat

mengarahkannya menuju kesejahteraan masyarakat.

Peran sentral aparatur Pemerintahan Desa sangat dirasakan pengaruhnya
disini dalam rangka pembangunan ekonomi dan pendapatan Asli Desa, tentunya
peranan yang didukung dengan SDM yang mumnpuni dan profesional serta
terdidik sehingga dapat menggali dan memaksimalkan Potensi yang ada pada
daerah Desa tersebut. Kerja keras, disiplin serta dedikasi penuh guna mencapai
keberhasilan Pemerintahan Desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa,
dismping itu kontribusi masyarakat guna mengawasi dan menjadi rekanan

Pemerintahan Desa juga diperlukan, sehingga dapat terlaksana keberlanjutan
24
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Pemerintahan Desa yang Potensial dan dapat memeberdayakan setiap elemen
masyarakat yang ada dan diiringi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik

pula guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

melaksans

ekonomi

wul:

Aparatur
pendampin

pembanguns

Me apa hal yang harus

menjadi perh i (M L Jhingan,

2012 :41):

proses pertumbuhannya harus bertu a kemampuan dalam negeri (daerah),
dan diiringi dengan hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk

menciptakan kemajuan material yang dimunculkan oleh masyarakatnya sendiri.

2. Menghilangkan Ketidak Sempurnaan Pasar

Usaha untuk menghilangkan ketidak sempurnaan pasar yang menyebabkan
immobilitas faktor dan menghambat exspansi sektoral pembangunan, dan salajh

25



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

satu langkahnya adalah dengan memperbaiki lembaga sosio-ekonomi yang ada
dan diganti dengan yang lebih baik. Fasilitas kredit yang murah dan lebih luas

harus disediakan bagi para petani, pedagang kecil dan usahawan.

sikap sosi
semakin ba

pendayagu

tahapan, yakni :

a) Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan

kemampuan untuk menabung.

b) Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan
menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat di

investasikan.

26



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

c) Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang dan

modal pada perusahaan.

yang mudah /pa cgar velaka ar : si dan komposisi

investasi ' ) jaawa neri nvestasi guna

setiap perubahan sosial atau akan membawa ketidakpuasan dan
perlawanan dibelakangnya, yang mana hal itu dapat membuat pengaruh yang

buruk terhadap laju perekonomian.
7. Administrasi

Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup
merupakan Sine qua non pembangunan ekonomi. Pemerintah harus kuat mampu
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menegakkan hukum dan ketertiban dan mempertahankan negeri melawan agresi

dari luar.

2014 : 220)).

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dalam hal penelitian ini terkait

dengan istilahnya penulis mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut :

Peranan disini dapat diartikan bahwa, sesuatu yang menjadi bagian yang
memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa

(Muhammad Ali, 2000 : 304 ).
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Menurut Soejono Soekanto, peranan adalah meliputi norma yang

dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaiann

perilaku ya

adanya sua

L § 2 s

Se
Indonesia

pengaruhnya

Jadi

+«ATNEHENA

&
<"
)
2
2
5
D
3
=
>
=}

dimana Kepala

sendiri. Perangke

akan program-progre

=
-
a
[a}b]
>
3
D
3
O
[ab]
=
«
c
=
W)
7]
QO

yang di pimpin sendiri.

Kepala Desa yaitu Kepala Desa yang ada pada Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar yang terpilih berdasarkan pemilihan Kepala Desa yang dipilih
langsung oleh masyarakat Desa dan bersesuaian dengan aturan
perUndang-Undangan yang berlaku dalam hal pemilihan Kepala Desa (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri

Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ).
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Kepala Desa dengan fungsi dan wewenangnya menjalankan tugas dalam
roda Pemerintahan tidak terlepas dari membuat kebijakan untuk mendukung fungsi

dan wewenangnya. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa salah satu tugas

untuk memperoleh pengetahua g benar melalui langkah-langkah tertentu
dengan sistematis (Syafrinaldi, 2017 : 12). Sedangkan untuk Metode Penelitian
yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian
Observational Research yaitu dengan cara melakukan survey atau meninjau

langsung de lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data

5Solichin Abdul Wahab, Op. Cit., him.47
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yakni wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptis analisis,

yaitu penulis memberikan gambaran dari analisa tentang kebijakan Kepala

Desa dalam me akan pembangunan g perdasarkan Peraturan

E‘mﬁ"“ Q @ . aturan Daerah

. kabupaten

)
3
3
¢

AR

3) Ketua BPD desa Kualu kecamatan Tambang 1 orang

4) Tokoh masyarakat : Ulama, Pemuda dan Pelaku Bisnis / Pedagang
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Table 1.1

Populasi dan Responden

’ ) Jumlah
No U S _ |Persentase|] Keterangan
R eorat :
o ‘\-\\“ A\ b ‘;\Jhs\
L Camat Kecamatan Tambang 1.0rang 100% Wawancara
Kabupaten Kampar
D
> Kepala Desa Kualu 1 Orang 100% Wawancara
Kecamatan Tambang
D
3 Ketua BPD Desa Kualu 1 Orang 100% Wawancara
Kecamatan Tambang
4 Tokoh Ulama Desa Kualu 2 Orang 100% Wawancara
Kecamatan Tambang
T
. okoh Pemuda Desa Kualu 5 Orang 100% |- Wawancara
Kecamatan Tambang
Pelaku Bisnis / Pedagang
6 Desa Kualu Kecamatan 5 Orang 100%.| Wawancara
Tambang

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas dan

meneliti dalam penelitian ini yaitu :

1.

a)

Data Primer,

yakni

data yang diperoleh dari

menggunakan alat pengumpul data mengenai :

responden dengan

Peranan Kepala Desa dalam hal kebijakannya membangun ekonomi Desa

berdasarkan

Tugas

dan wewenang Kepala

Desa bherdasarkan
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Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Desa) dan peraturan Daerah
kabupaten kampar terkait dengan Keuangan Desa dan perda nomor 20

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

lain seperti

2 jurnal yang

2015 tentang
Pemerintah

g) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Desa

h)  Sumber-sumber lain yang mendukung baik dalam bentuk tulisan maupun
laporan yang disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan serta

jurnal yanng terkait dengan penelitian ini.
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5. Alat pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat

pengumpul data yang diperlukan adalah wawancara, tanya jawab secara
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

selanjutnya dise s lah Kesatuan Ma kum yang memiliki

batas wila 2 : ngurus urusan
Pemerintaha : arkan  prakarsa
masyarkat, h ) ui dan dihormati

dilihat sebagai berikut ( Bayu Surianingrat, 1992 : 12) :

a. Sifat Manusia sebagai makhluk Sosial.
b. Unsur Kejiwaan.

c. Alam Sekeliling Manusia.

d. Kepentingan yang sama.

e. Bahaya dari Luar.
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Atas unsur-unsur tersebut terbentuklah suatu komunitas sosial masyarakat
yang berdasarkan akan kebutuhan dan saling bergantungan untuk menjalankan
kemudian tumbuh dan

hidup, diserta nilai-nilai dan norma-norma yang

berkembang se nenjadi dase arakat. Hubungan
individ ga te an kekerabatan dan
tempat tingga oF 8.l L uh dari nilai-nilai
yang ada : gl nﬁ arakat hukum.
Menurut P

1986 : 2) : Im adalah sue 0 yan penduduk yang

memiliki su

a)

b) kehidupan dan
c)

d) Merupakan sua U kesa pleks terhadap kehidupan

luar.

Pasal 1 ayat (2 & 3)Undang-Undang adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia”.

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ™.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mana merupakan
subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dalam
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kerangka kesatuan Negara Republik Indonesia, sehingga hal penyelenggaraan
Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sendiri. Seperti yang telah ditegaskan baik dalam
i ndang tentnag Desa sendiri

)
Perlu juga menjadi pe persama  bahwa setelah berlakunya
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang terbaru terkait tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa

bukan hanya menyoal Pemerintahan Desa itu sendiri dan Badan Perwakilan Desa

saja, melainkan dibantu oelh perangkat Desa dan Unsur pembantu Kepala Desa

Taliziduhu Ndraha, Op.cit., HIm 7-8
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seperti Kepala Dusun dan Pihak ketiga yang terkait dengan hal ini. Dan juga BPD

yang semula diebut dengan kepanjangan Badan Perwakilan Desa dirobah menjadi

Disebut denga Ang % \ @ enangan Desa
meliputi ke
Pembangu | pemberdayaan
masyarakat an adat istiadat

erikut (Pasal 19

Kewenangan lain yang an Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan per Undang-Undangan.
Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh
Pemerintahan Desa harus berdasarkan kepada asas berikut ini (Pasal 24

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ) :

a) Kepastian Hukum
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menjalanaka

Pembinaan

9)
h)

Tertib penyelenggaraan Pemerintahan

Tertib kepentingan Umum

Keterbukaan

bangunan Desa,

at Desa seperti

Menetapkan peraturan Desa

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
Membina Kehidupan Masyarakat Desa
Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

Membina dan  meningkatkan  perekonomian Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomia skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
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i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa

J)  Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

n kehidupan sosial b asyarakat Desa

“"Ww‘a‘ﬁ‘

unjuk kuasa

Peraturan

lainnya yang sah serta dapatkan jaminan kesehatan
d) Mendapatkan jaminan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan

e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa
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3) Struktur Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa unsur lembaga

Bad:

A

’
.

G
o

- Kepala Urusan Pemerintahan
- Kepala Urusan Umum
- Kepala Urusan Pembangunan
- Kepala Urusan Keuangan
Lebih detailnya terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kualau dapat

dilihat sebagai berikut :
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1) Kepala Desa : 1 Orang

2) Sekretaris Desa : 1 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Kualu tahun 2018

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa selaku
pemangku jabatan tertinggi di Desa juga merupakan orang yang bertanggung jawab
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terhadap jalannya Pemerintahan Desa disamping Kepala Desa dibantu oleh

Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Secara umum tugas dan tanggung jawab seora

sttty

g Kepala Desa sebagai alat

Pemerintahan

)

i

s
™

L\ \=o

mengasuh

dibebankan

baga-lembaga

L LU

mental penduduknya
k) Membina dan memelihara usaha-usaha bidang pendidikan di Desanya

) Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang keolahragaan di

Desanya.

m) Membina dan memajukan usaha-usaha dibidang keindahan dan
hiburan di Desanya

"Taliziduhu Ndraha. Op.cit., HIm 79-81.
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n) Melaksanakan Usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai

macam Tuna Sosial.

AL »

B\ ENE LT

)

Desa yang
Permusyawa
disampaikan
Camat. Wakt

satu (1) kali setat

Permusyawaratan Desa ata 1 total anggota Badan
Permusyawaratan yang hadir termasuk didalamnya adalah laporan pertanggung
jawaban keuangan Desa, diperbaiki, dilengkapi dan disempurnakan kembali dalam
jangka waktu 30 hari untuk kemudian diserahkan kembali kepada Badan
Permusyawaratan Desa. Dan hal ikhwal laporan yang ditolak untuk kali kedua yang
mana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sempurna, maka Badan

Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pemberhentian Kepala Desa kepada
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Bupati dengan alasan yang sesuai dengan aktual laporan terkait dan hal tersebut

dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait deng 3sa jabatan dari seorang Ke Desa, maka dalam hal ini

Hal tersebut diatas didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun
1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25),
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
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Perundang-Undangan,.Wndang-Undang nomor 32 tahun 2004 ( Undang-Undang

Keuangan
dapat kita lihat'seba t : Daerah Kabupaten

Kampar No

Kota”.

Dalam hal keuanggan Desa, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa
diatur dalam Bab Il Pasal 2, 3, 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10
tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Hal tersebut juga tidak terlepas dari prinsip
kebijakan Keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun
2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

daerah. Yakni :
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1. Perimbangan Keuangan dantara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sebagai konsekwensi

Daerah. Untuk dekosentrasi sendiri merupakan penyerahan wewenang dari tingkat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah, baik yang
menyangkut bidang Legislatif, yudisial amupun administrative (Sarundajang,

2002 : 87).

Desa yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga Pemerintahan Negara
terendah serta yang terdekat hubungannya langsung dengan masyarakat,
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mengetahui detail permasalahan dalam lingkungan masyarakatnya serta hal-hal

lainnya yang menyangkut dengan keseharian hidup masyarakatnya.

Untuk sumber-sumber pendapatan Desa sendiri menurut Cst. Kansil

(1983:63) a
1)
2) h Daerah yang
erikan kepada Desa
3)

b) Objek Rekreasi

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kampar nomor 10
tahun 2007 tentang keuangan Desa, Sumber pendapatan Desa adalah sebagai
berikut (Bab V Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa ) :
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1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

a) Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha Desa, Hasil Kekayaan

Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan

Desa paling
uk setiap desa

taAae

Propinsi, dan

urusan

engikat

ALl T T Y

2) i dan Pemerintah

3) 3 dim dan dikelola oleh Desa tidak

dibenarkan diambil oleh pemerinntah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan pengaturan menurut Undang-Undang tentnag Desa mengenai

pendapatan Desa yang mana dalam hal ini semua penerimaan yang masuk melalui
rekening uang kas Desa yang merupakan Hak Desa dalam satu tahun anggaran
yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa adalah sebagai berikut (Pasal 72

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ) :
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a. Pendapatan Asli Daerah

b. Alokasi anggaran Pendapatan dan belanja Desa ( Dana Desa)

terlaksananya pelayanan publik, pembangunan dan keamsyarakatan sesuai dengan

kewenangannya serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat,
terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi
masyarakat. Apabila hal-hal tersebut diatas dapat tercapai, maka Desa dalam
konteks Badan Pemerintahan Negara yang terendah telah berhasil dalam

menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
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Gambar
Aliran Pendapatan Desa

Sumber : Dari-olahan Undang-Undang

Adapun pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah
kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa adalah sebagai
berikut (Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007

tentang Keuangan Desa ) :

1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (1) huruf C dibagi secara merata kepada seluruh Desa
sebesar 60% (enam puluh persen) dan sisanya 40% (empat puluh
persen) dibagi kepada Desa Secara Proporsional menurut data

penduduk miskin dan Desa terisolir.
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2) Dana dari kabupaten sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
langsung kepada Desa untuk dikelola Pemerintah Desa dengan
ketentuan 30% (tiga puluh persen).digunakan untuk biaya operasional
Pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh Puluh Persen) digunakan

untuk kegiatan pemberdayaan-masyarakat.

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari
bagi hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta
bagian dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang diterima oleh pemrintah Kabupaten/Kota.untuk seterusnya disalurkan
lagi ke dalam alokasi dana Desa dibagi berdasarkan porsi Desa yang dihitung dari
kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa itu sendiri. Dimana untuk kebutuhan di
hitung berdasarkan variable jumlah penduduk, luas,wilayah, kondisi geografis, dan
potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk yang
berada dibawah' garis kemiskinan. Untuk potensi ~Desa merupakan hasil
perhitungan dari gambaran mengenai penerimaan Desa melalui sektor pertanian
dan sektor lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Desa ( Sadu

Wasistiano, 2007 : 8).

Pasca orde baru hingga saat ini, isu utama dalam Pemerintahan indonesia
ada dua, yakni Desentralisasi yang tterbagi dalam dua pokok perspektif utama.
Desentralisasi politik dan Desentralisasi administrasi. Untuk hal perspektif
Desentralisasi politik diterjemahkan sebagai devolusi kekuasaan dari Pemerintah
pusat kepada Pemerintah Daerah, sedangkan perspektif yang kedua vyaitu
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Desentralisasi  administrasi ~ diartikan sebagai pendelegasian wewenang

administrasi dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah.

Dapat dilihat jika Desentralisasi merupakan area hubungan untuk
memberikan pengakuan  terhadap —eksistensi  Desa, “memperkuat identitas
masyarakat lokal,membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta membagi
kekuasaan dan kekayaan kepada Desa serta mewujudkan otonomi Desa, maka dari
itu Demokrasi_merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan Pemerintah
(Desa) menjadi lebih Akuntabel, Responsif, diakui oleh Rakyat, hingga mendorong
parlemen Desa yang berfungsi sebagai badan perwakilan dan Intermediary Agent (
dalam aspek artikulasi dan agresi kepentingan, formuilasi kebijakan serta kontrol
terhadap eksekutif Desa ) dan memperkuat partisipasi masyarakat Desa dalam
proses Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta partisipasi yang juga menandai
keikutsertaan kalangan yang-marjinal yang selama ini keberadaannya tersingkirkan

dari proses Ekonomi dan politik (Syarif Hidayat, 2000 : 20).

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar

Dalam melaksanakan pemerintahan dan negara, terkait persoalan yang
dapat mengahambat jalannya pemerintahan itu sendiri selalu ada, baik dari dalam
lingkungan pemerintahan itu sendiri seperti intervensi dari pihak-pihak yang
berkepentingan, tuntutan partai yang mengusung pemenangan akan kepala
pemerintahan tersebut dan hal lain sebagainya, sedangkan faktor dari luar dapat
berupa tuntutan dan keadaan sosio masyarakat yang murni hadir karena desakan

kondisi kehidupan masyarakatnya, maupun propaganda yang dimanipulasi oleh
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orang-orang berkepentingan yang dengan tujuan mendapatkan keuntungannya
sendiri serta kelompoknya, maupun hal lainnya yang dengan maksud untuk dapat

mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi

kondisi ter 3 : ' ngerti ataupun

tidak.

Terkait dengan Kebije e idal asyarakat dapat
memahami adalah politik.
Padahal seca : al te - g berbeda yang

dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan kebijakan (Policy Statement) hal ini
menyatakan dengan jelas bahwa Kebijakan adalah suatu pola tindakan berpola yang
mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan

sesuatu.®

8 Solichin Abdul Wahab, Op.Cit. HIm. 2
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Kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan Kepala Desa Kualu tidak

terlepas dari koridor hukum serta tujuannya adalah keberpihakan pembangunan

untuk rakyat se i dapat dirasakan
diberba sendiri

at dilihat bahwa
strategi pe " erbagai bidang

permasalahan stagnasi nian B egara berkembang
berkaitan de
sempurna yang

berakibat kepat : lak. 'sempurna (Sumitro

dibawah ini :

1. Kebijakan tentang Pasar Desa Kualu yang diatur dalam Peraturan Desa Kualu

nomor 1 tahun 2018 tentang Pasar Desa Kualu.

2. Kebijakan tentang Pembentukan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Desa Kualu
yang diatur dalam Peraturan Desa Kualu Nomor 2 tentang pembentukan Unit

Usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah Desa Kualu..
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Terlepas dari Konstruksi pemikiran diatas berguna untuk menyoroti saling
keterkaitan berbagai masalah yang merupakan beberapa ciri-ciri pokok dalam
Ekonomi Pembangunan. Namun sebagai dasar kebijakan hal tersebut kurang
realistis dan memerlukan “banyak modifikasi yang .menyeluruh dalam
pembangunannya dan memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam Negara
berkembang yang dihadapkan pada ‘'masalah Hukum Besi dalam ilmu ekonomi
yang mana kendala berkaitan dengan terbatasnya sumber daya produksi dan dana
pembiayaan dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang beraneka rupa.
Dengan demikian konsep penyaringan dan penentuan skala prioritas menurut

sekuensi pentahapan waktu menjadi lebih tepat.

Bersesualan dengan teori diatas serta kaondisi terbatasnya sumber daya
produksi yang kompeten dalam lingkungan Desa serta melihat kepada kebutuhan
riil dari masyarakat Desa Kualy, sendiri, Kepala Desa Kualu beserta perangakat
pemerintahan memprioritaskan pembangunan Desa Kualu pada tahun 2018 pada
beberapa poin yang diataranya adalah Pembangunan Ekonomi Desa Kualu yang
berkaitan dengan Pasar Desa Kualu dan pembentukan unit usaha pengelolaan
sampah dan sistem pengelolaan sampah Desa Kualu sebagai mana tertuang dalam
Peraturan Desa Kualu Nomor 01 tentang Pasar Desa Kualu dan Peraturan Desa
Nomor 02 tentang pembentukan unit usaha pengelolaan sampah dan sistem
pengelolaan sampah Desa Kualu. Hal tersebut merupakan bagian utama dari
prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2018 dan disesuaikan dengan keadaan

lingkungan masyarakat Desa Kualu sendiri.
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C. Tinjauan Tentang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
1. Sejarah Desa Kualu dan Kepemimpinan Desa
Desa Kualu &

alah suatu Desa yang adacsdalam wilayah kecamatan

Desa Kualu,
yang dengan ng Kudu dan
Durian Ta Kualu sendiri
diambil na
ceritanya besar e ulut ke h te -‘ ] alat menumbuk
padi) yang =
mengganggu ma i 33 awalr pimpin oleh seorang

Wali Muda Kug a jabatan selama 11

Tahun dibaw: > c Susunan

1) Tahun 1977 - 198 a Ku , san, N dan Abusman sebagai

Sekdes
2) Tahun 1981 - 1989 H. Hasan, N dan Abusman sebagai Sekdes
3) Tahun 1989 - 1999 Tantasir Hasyim dan Mukhtar sebagai Sekdes
4) Tahun 1999 - 2002 H. Anwar, HS dan Mukhtar sebagai Sekdes
5) Tahun 2002 - 2008 Sekdes Jasri

6) Tahun 2008 - 2014 Drs. Abukari, M.Pd selaku Kades
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7) Tahun 2014 Rakhmat, S.Sos Pj. Kades

8) Tahun 2014 - 2015 Jasri sebagai Pj. Kepala Desa Kualu

dataran Ting agian lag 3 an al ini dikarenakan
keberadaannysa eta 0 lihat dari luas
Wilayahnya, De 12 i Luas *: : iri atas wilayah
pemukiman k Desa Kualu
pada Tahun , epala gan Jumlah 16.061 Jiwa

yang terdiri atas 5 je l aki da 394 berjenis kelamin

perempuan.

penduduk, Desa Kualu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk
cukup besar dengan berbagai macam Suku adat dan latar belakang yang

berbeda-beda.
2. Keadaan Demografi Desa Kualu ( Sumber Data Kantor Kepala Desa Kualu )
a) Batas Wialayah Desa Kualu

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tarai Bangun
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- Sebalah Selatan berbatasan dengan : Desa Sungai Pagar PTPN V
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang

- Sebelah Timur berbatasn dengan : Desa Teluk Kanidai

168 Km

- Lama Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten 1 jam

d) Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan sarana yang penting dalam
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada, Dalam Usaha Pemerintahan
Desa dan Masyarakat Desa untuk dapat mengembangkan Potensi daerah
Faktor pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan
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pembangunan Desa dan Ekonomi Desa khususnya. Sebagai informasi untuk
Desa Kualu sendiri dapat kita klasifikasikan latar belakang pendidikan

masyarakat di Desa Kualu sebagai berikut :

buta huruf baik yang usia produktif maupun sudah tidak produktif. Hal ini

mengindikasikan bahwa Desa Kualu dapat dikategorikan Desa miskin dan perlu

pendampingan dari Pemerintah.
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Table 1.3

Sarana Pendidikan di Desa Kualu

Sarana Kesehatan merupaka ang tidak bisa dipinggirkan dalam suatu
lingkungan masyarakat, suatu masyarakat dapat beraktifitas ditunjang dengan
kesehatan fisik yang baik. Sejauh ini hubungan yang dijalin oleh Pemerintahan

Desa Kualu dengan dinas Kesehatan Desa, hal ini dapat dilihat dari data berikut.
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Tabel 1.4

Sarana Pelayanan Kesehatan Di Desa Kualu

-

cukup, dipe - jih | ' \ ; intuk masyarakat
sehingga seimban selayanan  Kesehatan at dengan jumlah

masyarakat

heterogen terdiri dari berba dilihat berdasarkan Data tabel

berikut ini.

Pemeluk Agama Di Desa Kualu

No Agama Jumlah (Jiwa)
1 Islam 15.723
2 Katolik 32
3 Kristen 306
4 Hindu -
5 Budha -

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kualu 2018
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- Kambing
- Sapi

- Kerbau

- Ayam

- Burung

Tabel 1.6
Tempat sarana Ibadah

- Lain-Lain

Tempat Ibadah

&‘_' Musho ‘!h a
~ Y RRELRNS T

: 356 Ekor

: 26 Ekor

: 30 Ekor

: 1712 Ekor
: 19 Ekor
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3) Perikanan

- Kolam Ikan : 14 buah

* Sumber Data Kepala Desa Kualu
4) Sum Jaan
¢RS IF@I".ZQM
ik .
K [asifi cahdria
Jaan a
at
—r = 0
.g'.: - -
uk
Bida r
A g
- -
ta ang
9 orang
10 r 20 orang
11 | Guru 26 orang
12 | Wiraswasta / Swasta 1.105 orang

3. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu

Pemerintahan Desa Kualu yang dikepalai Oleh seorang Kepala Desa, pada
waktu periode Pemerintahan sebelum 2014 termasuk kepada salah satu Desa yang
miskin dengan angka kemiskinan penduduk dan pendidikan yang rendah serta
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masih minimnya sentra pelayanan untuk masyarakat baik keamanan, kesehatan dan

pusat ekonomi (pasar) sehingga hal ini membuat lemahnya daya saing masyarakat

dibandingkan dengan Desa wilayah lainnya sehingga potensi daerah yang dimiliki
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

tergantung

dan meneliti keada i herda enelitian tersebut baik

Dalam sejarah perkembange adaban kehidupan manusia terutama
setelah periode perang dunia ke Il selesai, setiap bangsa dan negara
berlomba-lomba untuk membangun, terutama membangun ekonomi yang diyakini
dengan syarat-syarat khusus dan syarat-syarat ekonomis dapat tecapai
pembangunan ekonomi dengan cepat, namun hal itu tidak berjalan dengan baik

dengan seiringnya waktu. Diperlukan perubahan-perubahan dalam masyarkat

untuk dapat menetralisir faktor-faktor kemasyarakatan yang dapat menghambat
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pembangunan ekonomi serta untuk dapat menciptakan faktor-faktor pendukung
dalam pembangunnan ekonomi lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga
diperlukan perubahan-perubahan dibidang manakah perubahan itu diperlukan serta
akibat apa yang ditimbulkan dari.pembangunan-ekonomi tersebut serta perubahan
diluar hidang ekonomi yang tidak dapat dihindarkan karena dalam perjalanannya
akan menimbulkan dampak imbai halik dari perubahan tersebut termasuk kepada
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada sehingga mempengaruhi proses

pembangunan itu sendiri ( Soerjono Soekanto, 2016 : 100 ).

Dalam konteks Pemerintahan Desa yang warga masyarakatnya bersifat
heterogen dan_multi etnis, perubahan-perubahan telah banyak dilalui dalam
kehidupan bermasyarakatnya, untuk itu diperlukan. perangkat Pemerintah yang
kompeten guna-membangun masyarakat yang dinamis ini, selain itu regulasi dan
peraturan-peraturan yang diperiukan guna menjalankan pembangunan ekonomi
masyarakat Desa juga diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat terlakasana
dengan baik berdasarkan asas Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan lain
dari pada itu kebijakan yang berdasarkan kepada aturan diatasnya perlu
direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agar program
pembangunan dapat terselenggara dengan baik dan tentunya harus berpedoman
kepada program Rencana pembangunan Daerah serta rencana Pembangunan

Nasional.

Pada hakekatnya Pemerintahan Desa sendiri adalah Pemerintahan yang
berdasarkan kepada asas otonomi walaupun pada kenyataannya terdapat

inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pemerintahan Desa
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itu sendiri yang mana sesungguhnya otonomi Desa adalah otonomi yang
sesungguhnya yang sejak dahulu telah berjalan dan memiliki pemeritahannya

sendiri dalam menjalankan roda Pemerintahan berdasarkan kepada nilai-nilai serta

-~

konsep neg

secara ko

Pemerintaha

RN

ﬁ‘a“
3
3
=1

Pemerintaha
Desa, diman

membahas isu-

Dari aspe 1ku

eE——

dilihat dari unsur kebijakan dalam

<L~

dibuat oleh penguasa sifat kompeherensif dalam
kesatuan tindakan Pemerintaha

menjalankan Pemerintahan maka dapat dilihat ciri-ciri nya yang sebagai berikut :°

1) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan
dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan

kebetulan.

°Solichin Abdul Wahab, Op.cit., HIm 47
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2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas serangkaian tindakan-tindakan

yang saling terkait dan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu

yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintan dan bukan

heberapa tindakan
egatif adalah

untuk tidak

faktor Internal lingkungan masyara aupun eksternal, faktor-faktor tersebut

dapat dilihat sebagai berikut :*°

1. Faktor Internal dapat berupa adanya pertambahan akan pertumbuhan
penduduk atau sebaliknya berkurangnya penduduk, adanya

penemuan-penemuan baru yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup

19S0erjono Soekanto, Op.cit., HIm 112
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khalayak, serta adanya konflik atau pertentangan terhadap kondisi yang
ada pada masyarkat dan juga kemingkinan lain berupa terjadinya revolusi.

Hal tersebut menjadi faktor dimana perubahan lingkungan masyarakat

serta keadaan
rhadap keadaan
membuat Pe : : enjadi penting dan
mendesak dimana I . alah perwujudan dari
terkait dengan
kebijakan yang dik ) *&-* atkan respon pro dan kontra

menjadi tantangan akan peranan

dari masyarakat terhada Q % u \“@’

perangkat Pemerintahan Desa U erja sesuai dengan wewenangnya,

terutama yang erat kaitannya dengan kebijakan Kepala Desa.

Dalam hal kebijakan dan pengelolaan APB Desa serta pendapatan Desa
sangatlah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi desa, dimana diatas telah
disinggung terkait dengan tugas dan wewenang Kepala Desa selaku pejabat
Pemerintahan Desa yang salah satu poinnya adalah pembangunan dan pembinaan

ekonomi masyarakat.
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Berdasarkan tinjauan lapangan dan wawancara yang penulis lakukan
terhadap Kepala Desa Kualu yang menjadi objek tempat penelitian dilakukan
semua kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam menjalankan
Pemerintahan Desa sudah sesuai_dengan_asas Fungsional, Kepastian Hukum,
ketertiban, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai serta dilakukan dengan tertib
penuh dengan disiplin, terkait.dengan ‘disiplin tugas, anggaran serta administrasi
sepenuhnya dimanfaatkan guna keberlangsunngan Pemerintahan Desa yang lebih

baik dan guna tercapai pembangunan dan pelayanan masyarakat yang baik pula.

Untuk Desa Kualu sendiri dalam periode masa jabatan saat ini ada
beberapa hal pembaharuan yang dilakukan sesuai dengan-aturan tentang Desa yang
telah dikeluarkan oleh Pemerintahan pusat yakni UU nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, periode Pemerintahan Desa Kualu saat ini masih di kepalai oleh seorang
Kepala Desa terpilih yakni bapak Darmilis S.E-guna menjalakan jabatannya mulai
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Seiring dengan banyaknya perubahan
dan penggantian aturan mengenai Desa serta kebijakan dari Pemerintahan Pusat
yang menitik beratkan pembangunan Nasional dimulai dari wilayah terluar dan
Desa, dan diiringi dengan kebijakan pembantuan serta perimbangan keuangan
Daerah dan hal lain terkait dengan Desa, membawa dampak yang signifikan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebelum hal ini ada, Pemerintahan
Desa terutama Pemerintahan Desa kualu sangat minim dapat perhatian dan bantuan
sehingga pembangunan yang di cita-citakan tidak dapat tercapai dengan maksimal,
selain itu Pemerintahan Daerah yakni Kabupaten Kampar juga minim bantuan

terhadapa terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Desa.
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Guna membangun kerangka berpikir masyarakat yang baru serta tatanan
yang lebih baik terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada pada Pemerintahan
Desa sebelumnya, Kepala Desa saat ini mengajak serta masyarakat untuk dapat
berpartisi aktif dalam membangun Desa Kualu-yang lebih baik. Adapun indikator
pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu yang berlandaskan kepada
pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut (Wawancara penulis dengan
Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018):

1) Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada pada

lingkungan masyarakat.

2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan yang berdampak

positif untuk pendapatan Desa.
3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.
4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

5) Meningkatkan pelayanan-. ‘pada masyarakat Desa dalam
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kreatif masyarakat.

Adapun langkah awal yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu terpilih
adalah dengan mengadakan rapat dengan seluruh jajaran Pemerintahan Desa terkait
dimulai dari sekretaris Desa, Kepala Urusan Bidang, kepala Dusun, RW, RT, BPD
dan LPM Desa Kualu untuk menyatakan VISI dan MISI Desa Kualu kedepannya
guna terciptanya Desa Kualu yang lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Berjalannya Pemerintahan Desa Kualu yang dikepalai oleh Kepala Desa
dilakukan setelah adanya pembahasan RPJMDesa untuk periode tahun 2016-2021,

terkait dengan Hal ini perangkat Pemerintahan Desa yang merancang
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pembangunan Desa berdasarkan asul masyarakat disesuaikan VISI dan MISI desa
yang telah disampaikan. Adapun dalam hal perancangan ini dilakukan oleh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) yang sesuai dengan

) berdasarkan

1 (satu) Bulan

a tahapan yang
RW dan Ketua
erangka RPJM

d) ar re 0 o 3 yah Dusun, RW dan

Desa.

f) Penyerahan rancangan PAdesa dan APB desa kepada Kepala Desa
dilakukan dalam Rapat LPM yang dihadiri oleh seluruh pengurus
LPM, serta menjelaskan hal-hal terkait yang diserahkan kepada

Pemerintahan Desa.

g) Rapat tersebut disertai dengan notulen rapat (Berita Acara Rapat),
penyerahan dan kesimpulan atas Rapat LPM dengan Pemerintahan
Desa dengan menyertakan lampiran Daftar Hadir rapat.
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h) Perubahan atas rapat pembahasan rancangan PAdesa dan APBdesa,
dilakukan oleh LPM dan diserahkan kembali dalam waktu 30 hari
(tiga puluh) hari kalender kepada Pemerintah Desa.

i) Terkait demgan rapat-rapat LPM lainnya dianggap sah apabila

dilaksanakan dalam lingkungan wilayah Desa Kualu.

Setelah hal diatas terlaksana maka Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh
Kepala Desa membahas dan ‘mempertimbangkan-PAdesa dan RAPBDesa dari
LPM yang diterima paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender. Kepala Desa
mengajukan perubahan dan mengganti point-point tertentu dalam rancangan diatas
kepada LPM yang mana hal-hal yang bersifat tidak mendesak dan tidak menjadi
prioritas Utama dalam Rancangan pembangunan Desa-dilakukan dengan cara
koordinasi antara Kepala Desa bersama dengan LPM Desa Kualu. Rancangan yang
telah disetujui oleh Kepala Desa akan dilanjutkan penyampaiannya kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD):dalam Rapat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, pembangunan, bendahara,
kepala-kepala Dusun, ketua RW dan RT serta dibuatkan Notulen Rapat dan Daftar

Hadir Rapat yang ditanda tangani oleh setiap peserta Rapat.

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan PADesa dan APBDesa
Kualu bertugas melakukan pembahasan dengan mengundang dan menghadirkan
Pemerintahan Desa beserta LPM guna menyempurnakan RAPBDesa dan
RPADesa terhitung 10 hari sejak RAPBDesa dan RPADesa tersebut diterima.
Perubahan dalam rangka penyempurnaan yang bersifat mendesak atas keputusan
dan kesepakatan bersama dengan BPD, Pemerintah Desa, dan LPM dibuatkan

berita acara dan disampaikan dalam MUSRENBANGDES dan dibuat dalam

74



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

bentuk Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dengan waktu 25
(dua pulluh Lima) hari kalender sejak pembahasan MUSRENBANGDES

dilakukan (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22

Desa) te

sejak di sz

Desa).

Te Kualu tetap
berpedoma dang Nomor 6
tahun 2014 t

1)

berkelanjutan.

2) Pembangunnan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan.

3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2)
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
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Adapun kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa kualu dalam

menjalankan  Pemerintahan Desa yang sesuai dengan aturan dalam

pengabdian Pemerintahan Desa terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan

administratif oleh masyarakat desa kualu.
2) Pengembangan kelembagaan desa Kualu

Sebelum adanya keluarnya Undang-Undang tentang Desa, lembaga
Desa di kualu hanya berkisar 8 sampai dengan 10 lembaga Desa, setelah
adanya aturan tentang Desa diatas dan dengan kepemimpinan Desa Kualu
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periode saat ini, mengembangkan kelembagaan Desa menjadi 15 lembaga
Desa. Dari 15 lembaga desa tersebut, ada suatu lembaga Desa yang memang

fokus dalam penangan kemiskinan masyarakat Desa. Adapun lembaga desa

memperkuat kinerja Pemerintahan Desa Kualu dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Untuk Tim Penanggulangan Kemiskinan sendiri bertugas dalam wilayah
tiap-tiap Dusun dalam lingkungan Desa Kualu untuk melakukan pengawalan
penanggulangan kemiskinan serta mendata penduduk miskin dan memetakan
potensi yang memungkinkan serta produktif bagi Desa, dan memberikan
masukan-masukan terkait untuk program penanggulangan Kemiskinan di
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3)

tingkat Desa yang untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintahan

Desa kualu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut.

partisipé

masyaraka

menjadi endiri-dala hbang : enjadi lebih baik.

dari VISI dan MISI yang dipaparkan oleh Kepala Desa terkait dengan

pembaharuan Desa kualu yang lebih baik membuat masyarkat menjadi lebih
antusias dalam mengawal, mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa kulau,
hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat Desa dalam Forum-forum
kemasyarakatan Desa dan MUSRENBAGDES yang dihadiri mencapai 110

sampai dengan 120 peserta forum.
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Perhatian yang lebih baik lagi adalah setiap Dusun mengirimkan
minimal 10 orang utusan pada setiap forumnya serta keterlibatan atau
partisipasi dari perempuan Desa mencapai 30% dari total peserta forum. Hal ini
membuktikan.bahwa semakin baiknya-komunikasi wyang terjalin dalam
Pemerintahan Desa Kualu dan warga masyarakatnya, sehingga permasalahan
Desa yang ada dapat ~secaras langsung tersampaikan dalam forum

kemasyarakatan yang ada guna dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa Partisipatif dalam penyusunan RKPDesa setiap
tahunnya dalam meningkatkan pembangunan Desa Kualu dengan jalan
menyerahkan Kepada tiap-tiap Dusun dan kelompok masyarakat Desa untuk
memberikan usulan dan masukan akan kebutuhan program untuk Desa. Selain
itu juga Pemerintahan Desa memfasilitsi hal tersebut guna mengselaraskan
usulan dan program yang-di masukkancagar sesuai dengan panduan dari
Pemerintahan Kabupaten. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat
karena tranparansi dan keterbukaan Pemerintahan Desa akan partisipatif
masyarakat medapat perhatian tersendiri dan merasa lebih dihargai dalam
menjalani kehidupan bermasyarakat dalam Pemerintahan Desa Kualu
(Wawancara penulis dengan BPD Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun

2018).
Keterbukaan Informasi Pembangunan dan Anggaran Desa.

Wujud implementasi dari Good Governance sangat jelas terlihat
dalam Pemerintahan Desa Kualu saat ini dengan menerapkan

Kriteria-kriterianya yang terbuka, transparan, profesional dan terintegritas
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5)

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Baliho informasi yang
menampilkan informasi pembangunan Desa serta prioritas anggaran
pembangunan De

a.dalam membangun Desa. ain itu untuk menunjang

| website yang

S

itu dapat di

hal tersebut

Ak

ngoptimalkan
dan 3 ake mamp ( eknologi  dalam

dapat menjadi

dari tahu 2015 sa

pembangunan yang berpihak kepada masyarakat relatif terbangun dengan baik.
Walaupun dalam realitanya masih banyak hal-hal lainnya yang dibutuhkan
dalam memaksimalkan pembangunan Desa, namun dari data tahun anggaran

berjalan diatas sudah memproyeksikan pembangunan Desa tersebut. Dapat kita

lihat dalam tabel berikut ini :
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Desa Kualu Kabupaten Kampar Tahun 2015 - 2017

2015 2016 2107
1. Spesifik Penggunaan Anggaran Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Pembangunan Posyandu Balita dan Lansia 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Pembangunan Turap Sungai Desa Kualu 83 Meter
Pembangunan jalan semenisasi 500 Meter {300 Meter
pembangunan Poskamling dan Portal Desa 1 Unit
Pembangunan Los Pasar Desa 3 Unit 1 Unit
Pembangunan WC pasar Desa 1 Unit
Pembangunan Drainase Pasar 100 Meter
Pelatihan Kelompok Tani 52 Orang
Pembukaan badan jalan pertanian Desa 8.000 Meter
Penimbunan Jalan Pertanian Desa 1.750 Meter
Pembangunan tangga Pemandian Sungai Kampar 6 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Kualu Tahun 2018

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Desa yang
dalam hal ini adalah Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan, memprioritaskan
pembangunan Desa yang langsung berdampak kepada kebutuhan masyarakat guna
menunjang sarana perekonomian Desa dan pendapatan Desa, hal ini tidak terlepas
dari kebijakan serta peran parsipatif masyarakat Desa Kualu yang mengawal dan
mengawasi serta ikut terlibat aktif memberikan usulan terhadap Pemerintahan Desa
dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa kualu yang lebih baik (Wawancara

penulis dengan BPD Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

B. Kendala Kepala Desa untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi

Desa

Kebijakan Pemerintahan pusat yang lebih memperhatikan Pemerintahan
Desa dengan adanya Dana Desa membuat derap pertumbuhan pembangunan Desa
menjadi lebih baik. Hal ini memiliki dampak langsung dalam terselenggaranya
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Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang produktif, sehingga tujuan

perencanaan pembangunan nasional dapat dicapai. Untuk desa Kualu sendiri, dana

2.

Desa membuat pembang

an sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat

dalam  bidang

AP, Operasional

Sedangkan kondisi riilnya selalu™jauh dari harapan diakibatkan beberapa
masalah terutama kendala anggaran yang minim serta banyaknya aturan
birokrasi yang membuat dana yang kecil untuk pembangunan desa tidak dapat

maksimal dalam pengerjaannya karena akan berdampak kepada waktu

pelaksanaan pembangunan.
Bidang Pembangunan Desa
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Upaya Kepala Desa bersama-sama dengan perangkat Pemerintahan

Desa lainnya dalam bidang pembangunan Desa terdiri dari Pembangunan

menerapkan

pemerintahan

Sejauh berjalannya pemerintahan Desa Kualu hingga saat ini, sudah
cukup banyak dilakukan kegiatan positif dalam lingkungan Masyarakat Desa
Kualu guna meningkatkan taraf kemampuan masyarakat terhadap
perkembangan yang ada, baik dari hal keamanan yang menjadi patokan utama
untuk ketentraman hidup masyarakat, pemberdayaan petani terhadap lahan dan
tanaman yang memiliki hasil yang produktif, hingga karang taruna dan
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organisasi kepemudaan dan lembaga adat lingkungan masyarakat Desa Kualu

sendiri. Namun kendala yang ditemui tidak terlepas dari minimnya anggaran

~

watt

al itu dapat dilihat

Perekonomian

adalah modal utama dan penting guna mengembangkan potensi dan peluang
yang ada pada lingkungan Desa, tentunya didukung oleh SDM ( SUmber Daya
Manusia ) yang kompeten. Adapun dari BUMDesa Kualu sendiri melahirkan

beberapa Unit Usaha yang sedang berkembang yakni :

1) Bank Desa Kualu
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2)

3)

Bank Desa Kualu yang ada fokus bergerak dibidang simpan Pinjam dan

Perkreditan KPR dan lain-lain. Untuk Program Perkreditan KPR sendiri

suatu masalah yang harus dapat diselesaikan, baik dari segi penampungan

limbah maupun dari mobilisasi dan pengolahan sampah yang berasal dari
limbah rumah tangga tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Desa Kualu,
perumahan diarea Desa Kualu sendiri mencapai 39 perumahan, dapat
diabayangkan dari banyaknya perumahan yang ada dilingkungan Desa
Kualu terhadap limbah rumah tangga yang dihasilkan, permasalahan
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limbah rumah tangga ini ada karena ketidak tersediaan tempat pembuangan

sampah yang disediakan oleh pengembang perumahan.

sasaran pelatihan kompetensi pertanian ini adalah kelompok tani yang ada di
Desa Kualu, hal ini disesuaikan dengan kondisi lahan Desa Kualu sendiri yang
semakin hari banyak dipadati dengan pembangunan Perumahan sehingga

ketersediaan lahan untuk pertanian semakin sempit.

Untuk tahapan pembiayaan atau pemberian modal tahun 2018 kepada
kelompok tani yang sudah diberikan pelatihan akan dibantu oleh BUMDesa
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sehingga dengan adanya program dari BUMDesa terhadap Kelompok Tani
dapat meningkatkan Perekonomian Mayarakat (Wawancara penulis dengan

LPM Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

esa Kualu, warga

lihat penen ikan

Desa dan sumber lainnya dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat
(Wawancara penulis dengan Pemangku adat dan ninik mamak serta Pemuda

Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

Dari beberapa upaya yang dilakukan diatas termasuk dalam kebijakan
yang didasarkan kepada peraturaran Desa terdapat kendala ataupun masalah

yang berbarengan. Karena kendala tersebut tidak dapat dihindari yakni :
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1) Kendala Ekonomi

a) Sumber daya alam (SDA)

m atau tanah menjadi kendala utama dalam

S L I !@ -

o
5
w

. QD
3
o]
QD
=
o
[ab]
=

dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem tanah yang berdamapak luas
terhadap kelangsungan hidup (Wawancara penulis dengan Kepala Desa

Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).
b) Akumulasi Modal

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintahan Desa kualu
adalah akumulasi modal untuk melaksanakan kebijakan dalam
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pembangunan ekonomi. Kendala modal ini juga berarti bahwa persediaan
faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi yang mana dalam hal

stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat menyebabkan akumulasi

tujuan dari pembangunan

terarah serta b q ﬁi“‘@

ekonomi desa yang ma pengorganisasian dilapangan serta
dilingkungan pemerintahan belum maksimal (Wawancara penulis dengan
Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018). Selain itu
pengorganisasian dalam hal membentuk kerjasama dengan pihak swasta
(pihak ke 3) dan perbankan dilihat sangat minim, yang mana hal ini dapat

menjadi solusi dalam mengatasi akumulasi modal (Wawancara penulis

dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).
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d) Masalah kemajuan teknologi dan pembagian kerja

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengiringi laju

kehidupan. Hal positif dapat diambil dari_kemajuan teknologi guna

sesuai dengan pandangan yang menyatakan bahwa “ didalam
pembangunan ekonomi faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah
sama pentingnya dengan faktor ekonomi”. ' Pengkajian terhadap

pembangunan ekonomi desa kualu juga dilihat dari dinamika pertubuhan

ekonomi desa, yang berarti juga bahwa analisa faktor pembangunan ekonomi

1M L Jhingan, Op.Cit., HIm 73
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sosiologis. Adapun perhatian yang dilihat dalam kendala non-Ekonomi Desa
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terhadap pelayanan yang an. Dampak terhadap hal inilah yang
menjadi pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat bagi oknum
masyarakat yang merasa terbeban dengan kebijakan pemerintah desa
dalam mengelola sampah yang menimbulkan biaya tambahan bagi

kelangsungan hidup mereka.
b) Faktor manusia
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Kendala faktor manusia disini dapat juga dikatakan dengan
pembentukan modal insani dimana setiap orang memiliki peran penting

terhadap pembangunan ekonomi. Untuk Desa kualu, pembentukan modal

2 pembebanan
inimnya kerja

omerintah Desa.

<z
\\‘@‘ |

eainkan peranan penting didalam

ekonomi. Menurut Prof.
Lewis “ Tindakan pe
merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi” ketertiban, stabilitas dan
perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan. 2 Semkin besar
kebebasan itu, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan

teknologi, mobilitas faktor, dan pasar yang luas, membantu merangsang

2Ibid., HIm. 70
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usaha dan inisiatif. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama adalah

administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

Melihat kondisi yang ada pada lingkungan desa Kualu pemerintahan
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BAB IV

PENUTUP

enjadi  beban
>asar yang tidak

informasi dan

kebijakan atau peraturan Desa yang bermanfaat bagi kehidupan

masyarakat Desa dapat membangun Ekonomi Desa yang lebih baik.

2. Kendala Kepala Desa dan Pemerintahan Desa terkait dalam pembangunan
Ekonomi Desa terkait dengan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan
Desa Kualu tentang pasar Desa Kualu dan Peraturan Desa Kualu tentang

pembentukan unit usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan
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B. Saran

sampah Desa kualu adalah kendala Ekonomi dan Non-Ekonomi sebagai
mana yang telah dijelaskan diatas, perlu keberlanjutan akan implementasi

dari Peraturan Desa tersebut oleh kepala Desa dan Pemerintahan Desa

Desa mengenai
alan dengan baik.
S lakukan serta

erintahan Desa

1. Untuk Kompetensi seorang Kepala Desa sangat berperan dalam

membangun dan meningkatkan ekonomi Desa, Perkembangan zaman serta
era digitalisasi yang mengglobal saat ini menuntut SDM yang kompetitif
dalam menciptakan peluang serta dapat memaksimalkan potensi Desa yang
ada. Dengan Harapannya kedepan Kepala Desa dan perangkat Desa dapat

lebih kompetitif dan ditingkatkan SDM seiring dengan program pemerintah
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yang memfokuskan pembangunan dari daerah terluar Indonesia dan

Desa-desa.

2. Harapan Pemerintahan Desa Kualu sendiri kepada Pemerintahan Daerah

ang lebih serta

ekonomi

l%

\\\\\\\ ‘t;'\‘!;‘a\‘%ii\

%
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